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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026 

 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dokumentasi dan informasi 

hukum untuk terciptanya pengelolaan dokumentasi dan 

informasi hukum yang terintegrasi guna menjamin 

ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang 

lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan 

mudah; 

  b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9/PK.01-

BA/7104/2/2026, tanggal 20 Januari 2026; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komsi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang 

Penetapan Admin dan Operator Website Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

  5. Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 

tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2024 Nomor 531); 
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  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 799); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  8.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim 

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026; 

   

  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN 

ADMIN DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMAS HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026 

KESATU : Menunjuk tenaga Admin dan Operator Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum 

sebagai berikut;  

  Sebagai Admin 

  Nama  : Nicolaus Saghoa 

  NIP   : 197611052024211002 

  Pangkat/Gol. : IX 

  Jabatan  : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu 

  Email  : kab_kepulauantalaud@kpu.go.id  

  Sebagai Operator 

  Nama  : Natalia Indah Assa 

  NIP   : 200212122025062005 

  Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III.a 

  Jabatan  : Penyusun Materi Hukum dan  

       Perundang-Undangan 

  Email  : nataliaindahassa@gmail.com  

KEDUA :  Tugas Admin dan Operator Website Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 
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Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU Adalah sebagai berikut: 

1. menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses 

secara cepat dan mudah pada situs web Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; 

2. melakukan validasi serta memastikan data hukum  

terstruktur dengan baik ke dalam situs web Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; 

3. melakukan pengunggahan data hukum ke dalam situs 

web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; 

4. menyimpan dan mengamankan dokumen hukum secara 

digital agar tidak hilang dan tetap tersedia dalam jangka 

panjang; 

5. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum 

kepada publik melalui situs web Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk melayani 

permintaan salinan dokumen hukum; 

6. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola 

jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 

7. melakukan evaluasi serta menyusun laporan per 

semester dan laporan tahunan; 

8. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab sebagai admin dan operator Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; 

9. melaporkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Melonguane 

Pada Tanggal 21 Januari 2026 
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SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

ttd.  

 

NELWAN MALORING 
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